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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah ialah karunia Tuhan yang diberikan untuk umatnya yang

harus dijaga, dirawat, dikelola dan dikembangkan sebagaimana mestinya

untuk perkembangan hidup manusia.1 Tanah merupakan sarana yang

sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia bahkan

seluruh unsur makhluk hidup yang ada di bumi ini, bukan hanya sekedar

sarana tempat hidup, tetapi tanah juga menjadi tempat dimana manusia

berkembang dan yang paling utama ialah menjadi sumber bagi segala

kepentingan hidup manusia.

Tanah juga merupakan instrumen sebagai penunjang kebutuhan

primer manusia. Kebutuhan primer tersebut dapat berupa modal dasar

pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat yang pada umumnya

menggantungkan kehidupannya pada manfaat tanah. Berdasarkan hal

tersebut, dapat dilihat bahwa tanah memiliki peran vital dalam kehidupan

manusia. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan

sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu

diatur oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia sebagai organisasi kekuasaan tertinggi di

Negara Indonesia telah diberi wewenang oleh Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

1Supriyanto, “Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 Nomor 1 Thn 2016, h.2.
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sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : "Bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat". UUD

NRI Tahun 1945 tersebut telah mengatur bahwa tanah adalah sumber

daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan tanah merupakan sarana

utama bagi berjalannya kehidupan manusia, berdasarkan hal tersebut

Indonesia sebagai negara agraris memandang penting untuk mengatur

segala hal yang berkaitan dengan tanah.

Sebagai pelaksana pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

maka lahirlah suatu Undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembar

Negara Nomor 104, Tahun 1960 Tambahan Lembar Negara Nomor 2043

Tahun 1960) selanjutnya disebut UUPA.

Pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa “Atas

dasar ketentuan Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-

hal sebagai yang dimaksud pada Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa,

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan

tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh

rakyat.”

Berkaitan dengan Pasal tersebut di atas, ditegaskan dalam

penjelasannya bahwa perkataan dikuasai dalam Pasal tersebut bukanlah

berarti dimiliki oleh negara, akan tetapi memberikan kewenangan kepada

negara sebagai organisasi kekuasaan pemerintahan bagi seluruh rakyat

indonesia untuk memberikan pengaturan terkait permasalahan

pertanahan, mulai dari pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah,
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peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaannya serta pengaturan

mengenai perbuatan dan hubungan hukum yang dapat dilakukan atas

tanah-tanah tersebut.2

Kewenangan penguasaan tanah oleh negara secara ekplisit diatur

pada Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
tersebut;

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa;

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka dapat dilihat bahwa

kewenangan penguasaan tanah berada pada Pemerintah. Kewenangan

pada Pasal 4 UUPA disebutkan bahwa Negara melalui Pemerintah dapat

menentukan macam-macam hak atas tanah serta dapat memberikan hak-

hak atas tanah kepada orang-perorangan dan badan hukum baik sendiri

maupun secara bersama-sama.

Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk

ketentraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka

itu dari tekanan-tekanan pihak ekonomi kuat yang ingin mengambil atau

membeli tanah untuk kepentingan investasi. Salah satu identitas dari

suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan

hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan

2 AP. Parlindungan, Komentar Undang-undang Pokok Agraria, Mandar Maju,
Bandung, 2008, h. 25
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hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk di

dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam

kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala

perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia

untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.3

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat

manusia di muka bumi. Oleh dan sebab itu tanah menjadi kebutuhan

dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia

membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara

kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan

hidup, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka

pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural,

politik, dan ekologis.4

Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai

filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tak mengherankan jika tanah menjadi

harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial

yang kompleks dan rumit. Menyadari pentingnya nilai dan arti penting

tanah, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi

sangat filosofis substantial di dalam konstitusi, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI

Tahun 1945, sebagai berikut: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang

3 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tananh dan Pendaftarannya, Sinar Grafika,
Jakarta, 2017, h. 31

4 Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012,
h.1.
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terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara memberikan hak atas tanah kepada pemegang hak untuk

diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan

baik. Hal ini selain bertujuan untuk kesejahteraan bagi pemegang hak-nya

juga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pada saat negara memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum,

selalu diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA dan

surat keputusan pemberian haknya.

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di

Indonesia. Dalam kehidupan sehari-sehari tentu banyak berbagai

peristiwa yang terjadi, salah satunya adalah penyerobotan dan

pengrusakan tanah milik orang lain, baik di sengaja maupun tidak di

sengaja di Indonesia. Penyerobotan tanah oleh seseorang atau

sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di

berbagai daerah di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan

dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang

atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati

tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan

penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang

melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai

perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang
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lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan

hukum yang berlaku. Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis

tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau

harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum

dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan

merupakan haknya.. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah

merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan

sebagai suatu tindak pidana.5

Berdasarkan pengertian di atas, maka penyerobotan tanah

merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan

hukum. Bentuknya dapat dengan menempati tanah, melakukan

pemagaran, mengusir pemilik tanah sebenarnya dan lain-lain.

Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain, sehingga pelakunya

dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana.

Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai

perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang

lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan

hukum yang berlaku. Penyerobotan lahan merupakan salah satu jenis

tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia dan

dalam kehidupan sehari-sehari tentu banyak berbagai peristiwa yang

5 Ivor Ignasio Pasaribu, “Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam
Perspektif Pidana”, tersedia pada http://www.hukumproperti.com, diakses pada hari
Senin, 05 September 2022, Pukul 21.00 Wib.
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terjadi, salah satunya adalah penyerobotan dan pengrusakan tanah milik

orang lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja di Indonesia.

Penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap

tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Penyerobatan tanah dalam realitanya di Indonesia merupakan hal

yang sulit dihindari apalagi di wilayah kota metropolitan sekarang, dimana

tanah kosong semakin sulit ditemukan tetapi para pendatang makin

banyak berdatangan untuk mempertaruhkan nasib mereka meskipun tidak

memiliki tempat tinggal yang jelas maupun sanak keluarga dan hal

tersebutlah yang mendorong begitu banyaknya terjadi penyerobotan lahan

negara maupun lahan yang dikuasai perorangan atau perusahaan. Hal

tersebut sering didapati dimana bagunan-bangunan liar yang dapat

disaksikan yang biasanya berada di lahan-lahan kosong untuk menjadi

tempat berteduh bagi yang terus berjuang untuk tetap mempertahankan

hidupnya dengan terpaksanya harus menyerobot lahan yang bukan

haknya dan di dalam KUHP telah jelas diatur pada Pasal 385 dengan

maksimal hukaman 4 (empat) tahun penjara.

Sanksi penyerobotan dan pengerusakan juga diatur dalam Pasal 2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960

tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau

Kuasanya menentukan: Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak

atau kuasanya yang sah. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat

dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan
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dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

sebagaimana dimaksud ketetuan Pasal 6. Ketentuan Pasal 6 juga berlaku

untuk perbuatan:

(1) Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam
menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

(2) Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan
lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud
pada huruf a dan b;

(3) Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan
perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.

Kasus penyerobotan lahan juga dapat terjadi tindak pidana lainnya

seperti :

1. Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 : Perusakan barang, pagar,

bedeng, plang, bangunan dan lain-lain.

2. Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP : Pemalsuan

dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah.

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyerobotan

tanah harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat.

Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat

yang baik dan dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum

dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban

masyarakat tersebut.6 Hukum mengatur tindakan atau perbuatan apa saja

yang tidak boleh dilakukan berikut dengan sanksinya apabila dilanggar.

Hukum bersifat memaksa, dengan adanya sanksi tersebut, sehingga

dalam bertindak, masyarakat akan lebih berhati-hati, apakah tindakannya

tersebut merugikan pihak lain atau tidak.

6 Bushar Muhammad, Pengantar Hukum Adat, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2011,
h. 39.
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Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan

tanah, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian

hukum dan kemanfaatan. Tanah yang tidak digunakan oleh negara yang

kemudian dimanfaatkan oleh warga, sehingga tanah tersebut tidak

menjadi tandus dan rusak, tentunya apa yang dilakukan oleh warga harus

pula dihargai dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil

atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh UUD NRI

Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap

warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai

hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses hukum

yang adil dan lengkap, baik dan sempurnanya UUD NRI Tahun 1945 dan

peraturan perundang-undangan tidak banyak berarti bagi warga negara

atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara

benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia

sebagai negara hukum yang demokratis (rechtstaaten democratische).7

Sanksi penyerobotan dan pengrusakan juga diatur dalam Pasal 2

Undang- Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan:

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan

selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.

7 Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi,
Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, h. 180
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5.000, - (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud ketetuan Pasal 6.

Ketentuan Pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan:

(1) Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam
menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

(2) Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan
lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud
pada huruf a dan b;

(3) Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan
perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat

kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat

peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan

atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan

untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot,

karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan

penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada

umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.8

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyerobotan

tanah, harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat.

Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat

yang baik. Masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan

bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat

tersebut.9 Hukum mengatur tindakan atau perbuatan apa saja yang tidak

boleh dilakukan berikut dengan sanksinya apabila dilanggar. Hukum

8 Robert L. Weku, Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari
Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal, Lex Privatum Vol. 1 No. 2, April-Juni
2018, h. 167

9 Bushar Muhammad, Op.Cit, h. 39
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bersifat memaksa, dengan adanya sanksi tersebut, sehingga dalam

bertindak, masyarakat akan lebih berhati-hati, apakah tindakannya

tersebut merugikan pihak lain atau tidak.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan

tanah, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian

hukum dan kemanfaatan. Tanah yang tidak digunakan oleh negara, yang

kemudian dimanfaatkan oleh warga, sehingga tanah tersebut tidak

menjadi tandus dan rusak, tentunya apa yang dilakukan oleh warga harus

pula dihargai, dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Penegakan

hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan

adalah penegakan yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang

memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam

rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara.

Rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik

dan sempurnanya UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-

undangan tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat

siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil,

serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara

hukum yang demokratis (rechtstaaten democratische).10 Berdasarkan latar

belakang uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis

tentang “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Dalam Tindak

Pidana Penyerobatan Tanah (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah

Sumatera Utara)”.

10 Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi,
Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, h. 180.
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B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyerobotan tanah di

Indonesia ?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan

tanah yang terjadi wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?

3. Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak

pidana penyerobotan tanah oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan tindak pidana

penyerobotan tanah.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui penegakan hukum terhadap

tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi wilayah hukum

Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3. Untuk menganalisis dan mengetahui hambatan dan upaya penegakan

hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah oleh Kepolisian

Daerah Sumatera Utara.

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk

pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin

mengetahui dan memperdalam tentang masalah tindak pidana

penyerobatan tanah.
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2. Secara Praktis :

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat

khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana

penyerobatan tanah.

b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak

hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana penyerobatan

tanah dalam perspektif hukum pidana.

D. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori

dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang

dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-

butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak

disetujui.11

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa

gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji

dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan

ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas

perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas

penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.12

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang

terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang

dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar

11M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 80.
12Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2016, h. 6.
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yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan

dan menjelaskan fenomena yang diamati.13

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan

atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati,

dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,

maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya

penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai peran kepolisian

dalam penegakan hukum dalam tindak pidana penyerobatan tanah. Teori

hukum yang digunakan sebagai pisau analisis14 dalam penelitian ini

adalah :

1. Teori penegakan hukum.

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia

berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan

belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah

negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD NRI

Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua

warga negara bersamaan kedudukannnya dalam hukum dan

pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya.

13Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2013, h. 34-35.

14 Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan
panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap
temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak.
Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum
yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.
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Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 itu menerangkan bahawa

pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak

absolutisme (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan

administrasi harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat

absolut. Artinya dministrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh

perundang-undangan.15

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara

yang tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya adalah :

1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtstaat)

2) Sistem konstitusional
3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR)
4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR)
6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara

tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)

7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.16

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui

perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD NRI Tahun 945 telah

diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun

dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak

hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun

1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut ; “ Sifat

negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat

15 C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Rapublik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,
2012, h. 90

16 UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD NRI
Tahun 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
h. 67-69
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bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan

lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat

aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “rule of law”.17

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara

hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

1) Menjunjung tinggi hukum
2) Adanya pembagian kekuasaan
3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta

remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.18

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurutnya ciri-ciri negara

hukum (rechtstaat) adalah :

1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/
legalitas

2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara,

menjamin perlindungan HAM
4) Adanya Peradilan Administrasi19

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya

mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja

sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam

politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum

atau law enforcement.

Kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR No.IV/MPR/2000

serta UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

(Propenas) memiliki agenda diantaranya :

17 Ramiadi Saragih Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI, Sinar
Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

18 C.S.T Kansil, Op.Cit, h. 91.
19Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara,

Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24
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1) Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (legislation reform)

2) Reformasi Peradilan (judicial reform)

3) Reformasi aparatur penegak hukum (enforcement apparatur reform)

4) Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (urgent 7

strategic enforcement action)

5) Menumbuhkan budaya taat hukum (legal culture reform)

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk

mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan

keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap

anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yng menjadi

haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan

keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh

masyarakat.20

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-

kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan pergaulan hidup21. Penegakan hukum tidak bisa

terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa

khusus (bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan

merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh

20 Ibid, h. 55
21Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5
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ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan

penyitaan.22

Hukum telah dikonsep ke dalam beberapa makna, sehingga tidak

ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut “hukum”. Dalam

sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga)

konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai
universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam

2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu
waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk
eksplisit suatu sumber kekuasaan

3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam
proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola
perilaku yang baru.23

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya law enforcement,

merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik,

guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan

masyarakat dan kepentingan pribadi24. Kepentingan tersebut terlindungi

apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan

dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi

mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan

hukum di indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses

pembentukan hukum (law making process), proses sosialisasi hukum (law

22 Ibid, h. 7
23 C.S.T Kansil, Op. Cit, h. 12
24Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.

123
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illumination process) dan proses penegakan hukum (law enforcement

process)25.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana

Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini

adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan

dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut

menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.26

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum

dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan

pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum

preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga

agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan

hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur penegak

hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif

adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam

usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada

tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem

penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan

oleh alat perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang

mempunyai aturannya masing-masing.27

25 Ibid
26 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana,

Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55
27 Ibid, h. 77
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Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa

hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan

tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu

kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus

dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.28

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada

faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling

berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum,

serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu

sebagai berikut :

1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang
beserta peraturan pelaksanaannya

2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan
hukum

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
hukum

4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu
diterapkan

5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari
manusia dalam kehidupannya.29

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai

tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang

dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum

menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus

selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan “fiat

28Mochtar Kusumaatmaja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni,
Bandung, 2012, h. 5

29 Soerjono Soekanto, Op. Cit, h. 3
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justicia et pereat mundus” (meskipun langit runtuh hukum harus

ditegakkan).30

2. Teori kepastian hukum.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu

pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat

mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara

terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal

dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya

untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.31

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu

menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan

kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”.

Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin

keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang

yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam

pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan

kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau

hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam

30Sudikno dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2013, h. 1

31 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media
Group, Jakarta, 2008, h. 158
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undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan,

undang-undang itu dibuat berdasarkan “rechtswerkelijkheid” (kenyataan

hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang

dapat di tafsirkan berlain-lainan.32

Menurut Satjipto Raharjo bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan)

hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan

ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan

petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).33

Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau

kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman

dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (rechtsorde).

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa

yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa

putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berati bahwa

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau

das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang

harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang

32 M. Solly Lubis, Diktat Teori Hukum, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah
Semester II, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2007, h. 43

33 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2011, h.13



23

deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan

bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap

individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersbut menimbulkan

kepastian hukum.34

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari

keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak

hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya

sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum

masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.

Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus

diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau

tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui

penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan

jelas pula penerapanya.

Lahirnya UUPA, maka terwujudlah suatu hukum agraria nasional,

yang akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat dan

memungkinkan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta

kekayaan alam sebagaimana yang dicita-citakan tersebut. Mengingat sifat

dan kedudukan UUPA ini sebagai peraturan dasar bagi hukum agrarian

nasional yang baru, maka UUPA ini hanya memuat asas-asas serta soal-

34Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, h. 58
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soal pokok masalah agraria. Dalam pelaksanaannya undang-undang ini

masih memerlukan berbagai undang-undang terkait dan peraturan

perundang-undangan lainnya.35

Adapun tujuan pokok dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria
nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan
kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat
terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan
makmur.

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan
kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.36

Dapat dipahami bahwa salah satu tujuan UUPA adalah untuk

memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat mengenai hak-hak atas

tanahnya. Berkaitan dengan arti penting kepastian hukum penguasaan

tanah terutama dalam kehidupan bernegara, maka perundang-undangan

agraria di Indonesia mengatur tentang pendaftaran tanah dalam rangka

menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang

dimaksud. Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak

atas tanah, maka menurut undang-undang sertipikat merupakan alat

pembuktian yang kuat sehingga bagi pemiliknya diberikan kepastian

hukum dan perlindungan hukum. Dengan sertifikat itu maka pemegang

hak atas tanah akan terjamin eksistensinya.37

35 Rugeri Roring, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah
Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997”, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI/No. 5/Jul/2017, h.59

36 Desi Apriania, “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem
Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor
2, Maret 2021, h.221.

37Harris Yonatan Parmahan Sibuea, “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk
Pertamakali”, Jurnal Negara Hukum, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2019, h. 289
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Kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan adalah para

pemegang hak harus memperoleh kepastian mengenai haknya dan

adanya instruksi yang jelas bagi pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan

penyelenggaraan pendaftaran tanah yang bersifat recht-kadaster,

sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal

protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan

theorie van de wettelijke bescheming, dan dalam bahasa Jerman disebut

dengan theorie der rechtliche schutz. Secara gramatikal perlindungan

adalah “tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi”.38

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan

berlindung, arti berlindung meliputi menempatkan dirinya supaya tidak

terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Sementara itu, pengertian

melindungi, meliputi menutupi supaya tidak terlihat atau tampak menjaga,

merawat, atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan

pertolongan.39

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan

menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek

hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh

hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi

38 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada
Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 259

39 WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 2014, h. 526
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teori ini meliputi adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan

perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum. “Setiap

perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan

perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya

berbeda antara satu dengan yang lainnya”.40

Teori perlindungan hukum berfokus kepada perlindungan hukum

yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada

teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik

secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. 41 Sudikno

Mertokusumo berpendapat bahwa “dalam fungsinya sebagai perlindungan

kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan”.42 Hukum mempunyai

sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah

menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan

keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat

diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai

tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar

perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara

memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Setiono menyatakan bahwa“perlindungan hukum adalah tindakan

atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

40 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Op.Cit, h. 263.
41 Ibid., h. 259.
42Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakata,

2017, h. 71.
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mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”43 Muchsin

menyatakan bahwa “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama

manusia.”44

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum

adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM)

yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

hukum.45 Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa karena sifat

sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan

(pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk

adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi

yang bersifat preventif dan represif.46

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang

berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou

Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (law as a

tool of social engineering). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan

yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou

43 Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014,
h.3.

44Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia,
Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h.14.

45 Satijipto Raharjo, Op.Cit, h. 53
46 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu,

Surabaya, 2017, h. 2
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Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga

macam, yaitu “kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan

kepentingan individual”.47 Bila dikaitkan dengan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum, maka tiga macam kepentingan tersebut saling

bersinggungan satu sama lain.

Secara teoretis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua

bentuk yaitu :

1) Perlindungan yang bersifat preventif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan

hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan

kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya

sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya

sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang

didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang

preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil

keputusan yang berkaitan dengan asas freies ermessen, dan rakyat dapat

mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana

keputusan tersebut.48

2) Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi “menyelesaikan

apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan

47 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Op.Cit., h. 266.
48 Lily Rasyidi, Filsafat Hukum, Remadja Karya, Bandung, 2008, h. 228
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yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang

dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu pengadilan dalam lingkup

peradilan umum dan Instansi pemerintah yang merupakan lembaga

banding administrasi”.49

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi

pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah

permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang

merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. “Instansi pemerintah

yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan

pemerintah tersebut”.50

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bentuk-bentuk

perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kewenang-

wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun

orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. “Pada

prinsipnya perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu

dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau

korban”.51

Teori perlindungan hukum dihubungkan dengan perlindungan

terhadap pemilik hak atas tanah bahwa hak-hak atas tanah disamping

memberikan wewenang pada pemegang haknya untuk menggunakan

tanahnya juga memberikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

49 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, h. 73.
50 Ibid., h. 74
51Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam

Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 159
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pemegang haknya untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya

sesuai dengan keadaan atau sifat serta tujuan pemberian haknya..52

2. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan “sebagai kata yang menyatakan abstrak yang

digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi

operasional”.53 “Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada

pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan

demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan

atau pengertian-pengertian yang dikemukakan”.54

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “kerangka konsepsi pada

hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit

dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan

defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam

proses penelitian”.55 Agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami

penulisan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk

menjelaskan beberapa konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

a. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,

maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan

52Arie Sukanti Hutagalung, Program Redistribusi Tanah di Indonesia Suatu
Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah,
Rajawali, Jakarta, 2015, h.32

53Samadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2018, h. 31

54 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2017, h 21

55 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja
Grafindo, Jakarta, 2011, h 6
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kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa

kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.56

b. Kepolisian menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 Tentang Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan

dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

c. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide

tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial

menjadi kenyataan.57 Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum

adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional,

memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi

yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana

maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan

yang lainnya.58

d. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana

dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar

larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana

adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam

pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan

56WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 2012, h. 10

57Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011, h. 54
58Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2012, h. 109.
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yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan

orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang

menimbulkan kejadian itu. 59

e. Arti tanah di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Tanah yaitu

permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian

tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada

diatasnya.60 Tanah dalam Pengertian yuridis diingatkan dalam Pasal 4

ayat (1) UUPA yaitu bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara

sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-

macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun

bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum

f. Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok

orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai

perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik

orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar

peraturan hukum yang berlaku

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan

memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

59 Moeljatno. , Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.54
60 Isa Darmawijaya, Klasifikasi Tanah, Gadjah Mada Universitas Press,

Yogyakarta, 2011, h.9
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1. Pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam beberapa

ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-

Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 serta diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yang

terjadi wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah

dikenakan Pasal 385 KUHP yang merupakan satu-satunya Pasal

yang langsung terkait penyerobotan tanah dan dikatagorikan sebagai

tindak pidana kejahatan

3. Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan

tanah oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah ketidak pedulian

pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya, ketidaktahuan dari

korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan

kepada orang lain oleh orang tua korban, tingginya harga tanah yang

mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di

perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa

penelitian tentang “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Dalam

Tindak Pidana Penyerobatan Tanah (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah

Sumatera Utara)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan

perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian

tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.



34

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang

telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian

mengenai peran kepolisian dalam penegakan hukum dalam tindak pidana

penyerobatan tanah, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Tesis Hariyansah, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Tahun 2019 dengan judul : “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di

Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Putusan Nomor

318/Pid.Sus/2016/PN Kag)”, dengan rumusan masalah sebagai

berikut :

a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana

penyerobotan tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus

Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag)?

b. Apakah dasar pertimbangan majelis hakim terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN Kag

terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Kabupaten Ogan

Komering Ilir?

2. Tesis Robert L. Weku, mahasiswa Program Pascasarjana Magister

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun

2018 dengan judul : “Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah

Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, dengan

rumusan masalah sebagai berikut :
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a. Bagaimana mekanisme proses penyelesaian kasus penyerobotan

tanah melalui hukum acara perdata?

b. Bagaimana mekanisme proses penyelesaian kasus penyerobotan

tanah melalui hukum acara pidana?

3. Tesi’s Billy Bobby Putra, mahasiswa Program Pascasarjana Magister

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun

2017 dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Penyerobotan Tanah (Putusan No : 24/Pid.B/2016/PN.Maros)”,

dengan rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak

pidana penyerobotan tanah pada putusan No.24/pid.B/2016/

PN.Maros ?

b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

tindak pidana penyerobotan tanah pada kasus putusan

No.24/pid.B/2016/PN.Maros ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan

yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas

masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan

pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli

baik dari segi subtansi maupun dari segi permasalahan.

G. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan

bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus
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diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya.61 Dalam penelitian metode

merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran

yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang

menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan

perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan

dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat

sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi

adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam

masyarakat.62 Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah

mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan

dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui

penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.63

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.64 Jenis

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data

61 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset nasional, Akmil, Magelang, 2017, h. 8
62Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta,

2007, h. 42.
63Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia

Publishing, Malang, 2018, h. 310
64Roni Hantijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta 2018, h. 11
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sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum,

kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan

perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang

relevan dengan perumusan penelitian.65

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan

yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang

mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan

perundang-undangan.66 Meniliti bahan kepustakaan atau data sekunder

yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi

vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.67

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan kasus (case approach),68 dilakukan dengan cara

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap.

b. Pendekatan konseptual (copceptual approach),69 dilakukan dengan

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu

hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan

65 Ibrahim Johni, Op. Cit, h.336
66 Ibid. h.337.
67 Soejono Soekanto, Op.Cit, h. 39
68 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94
69 Ibid, h. 95
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pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum

dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data

Memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang

diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori,

pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan

erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa

peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (Field Research), yaitu menghimpun data dengan

melakukan wawancara dengan penyidik di Kepolisian Daerah

Sumatera Utara sebagai informasi yang berhubungan dengan

penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data

pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data

yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan

membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis

data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder
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tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan

dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan

peran kepolisian dalam penegakan hukum dalam tindak pidana

penyerobatan tanah.

b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara

sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara.

Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga

tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan

evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada

penelitian yang menggunakan teknik wawancara.70

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian,

karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan

untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian

ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.71 Data dalam

penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan

melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan

dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data

sekunder dalam penelitian ini mencakup:

70 Johnny Ibrahim, Op. Cit., h. 313.
71Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.10
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a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan

mengikat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks

yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan

pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi

tinggi.72 Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang

hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang

terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang

dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari

buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. 73

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan

dengan rumusan masalah yang diteliti.74

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin,

pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang

72Ibid, h. 41
73Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30
74Ibid, h. 43
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berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan

perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi

melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.75

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,

mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga

kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk

menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori

substantif.76 Untuk menemukan teori dari data tersebut maka

menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang

dalam masyarakat.77

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan

secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu

dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang

tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan

hukum dan pemahaman hasil analisa. Analisis bahan hukum dalam

penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan

argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada

alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan

mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan

permasalahan.

75 Ibid, h. 98.
76 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,

Bandung, 2013, h. 103
77 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.
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BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN
TANAH DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Penyerobatan Tanah

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam

kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik,

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau

tindakan pidana.78

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu

pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan

sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

terpeliharanya tertib hukum.79 Leden Marpaung meyebutkan strafbaarfeit

adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan

dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya

tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.80

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu

tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau

diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat

78Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education,
Yogyakarta, 2012, h. 20

79P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adytia Bakti,
Bandung, 2014, h. 182

80Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
2012, h.8
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melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang

bertanggungjawab).81 Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai

perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang

oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi)

yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan

tersebut.82

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik,

dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang.

3. Perbuatan itu dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.83

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang

melanggar hukum.84 Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah

strafbaar feit kadang juga menggunakan kata delict yang berasal dari

bahasa lain delictum. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui

penggunaan strafbaar feit.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak

pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah Strafbaar Feit.

Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut

disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

81Andi Hamzah, Op.Cit,h.96.
82 Moeljatno, Op.Cit, h.16
83 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h. 48
84Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesiaa, Jakarta, 2016, h.144.
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Seperti diketahui bahwa istilah het strafbare feit telah diterjemahkan

dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.

2. Peristiwa pidana

3. Perbuatan pidana

4. Tindak pidana.85

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-

undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan

tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya

sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan strafbaar feit (tindak pidana)

para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan strafbaar feit adalah:

Suatu handeling (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan
pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum
(onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan schuld oleh seseorang
yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya
dalam dua golongan unsur yaitu:
1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang

dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan

bertanggung jawab.86

Simon mendefinisikan strafbaar feit dengan suatu tindakan

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas

tindakannya.87

85 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2017, h. 26

86 M. Hamdan, Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press,
Medan, 2014, h. 8

87Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum, Grafika,
Jakarta, 2011, h.4.
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Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu

merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa unsur-unsur strafbaar fit meliputi :

1. Suatu perbuatan

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman

3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat

dipertanggungjawabkan.88

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang

digunakanpun sama yaitu strafbaar feit. Namun dalam menterjemahkan

istilah strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan.

Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan

Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk

menterjemahkan strafbaar feit. Sedangkan Utrecht menyalin istilah

strafbaar feit menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan

secara harfiah menjadi peristiwa pidana.89 Meskipun terdapat banyak

perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada

strafbaar feit. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin

sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang

banyak digunakan yaitu delik.90

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan strafbaar feit (tindak

pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya

88Ibid.,
89Andi Hamzah, Op.Cit, h. 4.
90Ibid., h. 65.
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ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana’.91

Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa strafbaar feit adalah

suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh Undang-

Undang diancam dengan pidana.92

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan

yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana

barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno

menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-

perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum,

merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat

akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik

dan adil. 93

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana

adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan

dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya

terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga

menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa

pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu peruatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam

ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu

orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.

91 M. Hamdan, Op.Cit, h. 8
92 Adami Chazawi.Op.Cit, h. 28.
93 Moeljatno. Op.Cit, , h. 54
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5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di
dalam Undang-Undang.94

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan

yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila

dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan

itu diancam dengan hukuman.95 Tindak pidana itu juga terdiri dari dua

unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu

perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas

merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan
hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya
dapat dihukum.

c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan
ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan
itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-
undang.

2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si
pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar
aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. 96

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan

tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum

2. Merugikan masyarakat

3. Dilarang oleh aturan pidana

4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.97

94 M. Hamdan, Op.Cit, h. 9
95R. Soesilo, Op.Cit, h. 26
96 Ibid. h. 26
97 M. Hamdan. Op.Cit. h.10.
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Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana

adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan

pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat

menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat

melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu

merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau

aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya.

Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat

banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila

telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan

hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak,

haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku

(hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini,

tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur

dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa

kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak

pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga

orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-

perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah

perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari

bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah

lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.
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Istilah “menyerobot” pada dasarnya banyak digunakan dalam

kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari akar kata “serobot”.

Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan

penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot. Menyerobot

dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan sebagai berikut :

1. Mengambil hak atau harta dengan sewanang-wenang atau
dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri,
merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan
haknya, menculik);

2. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan
diam-diam;

3. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela
perkataan orang, dan sebagainya);

4. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan
aturan.98

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau

sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai

perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang

lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan

hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat

menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Penyerobotan dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak

atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan

hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang

bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah

merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan

sebagai suatu tindak pidana.

98 C. T. Simorangkir dkk., Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 317.
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Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang

melakukan penyerobotan atas tanah milik orang yang diatur dalam Pasal

385 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960: “Barang siapa

dengan maksud yang sama, mengendalikan atau menyewakan tanah

dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang

lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu

diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun”.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun

1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau

Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak

atau kuasanya yangsah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6).

Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya,

seperti:

1. Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses

perolehandan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat

dikenakanPasal 363 dan Pasal 365 KUHP;

2. Memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang

lain dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP;

3. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan, dan lain-lain

dapatdikenakan Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP;

4. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah

dapatdikenakan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP;
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5. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167

danPasal 389 KUHP.

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau

sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai

perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang

lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan

hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat

menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun

1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau

Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak

atau kuasanya yangsah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6).

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang

Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi :

“Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya
yang sah”. Unsur Pasal 2 ini adalah :
1. Memakai tanah tanpa ijin;
2. Tanpa ijin yang berhak;

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang

Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi :

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3,
4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan



52

selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
a. Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau

kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai
tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan
diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);

b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang
sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau
menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan
perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari
ayat (1) Pasal ini;

d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga
untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf
b dari ayat 1 Pasal ini;

2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan
oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana
dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau
denda sebanyak-banyakrrya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhnya.

3. Tindak pidana tersebut dalam Pasal ini adalah pelanggaran.

Unsur Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin

Yang Berhak Atau Kuasanya adalah :

1. Barang siapa;

2. Memakai tanah tanpa ijin;

3. Mengenai tanah perkebunan;

4. Haknya atas suatu bidang tanah;

5. Memberi bantuan dengan cara apapun.

Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa

Pasal dalam KUHP, di antaranya :

Pasal 167 KUHP:
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(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau
pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan
hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas
permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan
secara diancam dengan pidana pedana paling lama sembilan
bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

(2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan
menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian
jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih
dahulu serta bukan karena kehkilafan masuk dan kedapatan di
situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk;

(3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang
dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun
empat bulan;

(4) Pidana tersebut dalam ayat (I) dan (3) dapat ditambah sepertiga
jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan
bersekutu.

Unsur Pasal 167 KUHP :

1. Barang siapa;

2. Unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu,

dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan

kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan

kesempatan, sarana atau keterangan , sengaja menganjurkan orang

lain supaya melakukan perbuatan;

3. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan

tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan

hukum;

4. Unsur dengan melawan hukum;

5. Unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi

dengan segera;

Pasal 242 KUHP, yang berupa kejahatan terhadap pernberian

sumpah palsu dan keterangan palsu antara lain:
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(1) Barang siapa dalam hal dimana undang-undang menentukan
supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadalian
akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja
memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan dasar,
atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus
ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun.

(2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara
pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah
dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Disamakan dengan sumpah palsu adalah janji atau
pengikatan, .yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau
yang menjadi pengganti sumpah;

Unsur Pasal 242 KUHP :

1. Keterangan itu harus atas sumpah;

2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau

menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan

itu;

3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui

oleh pemberi keterangan;

Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap

hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sawah.

Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan stellionaat, yang ancaman

dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

(1) Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau
membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah
Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau
pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau
turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.

(2) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan,
atau membebani dengan crediet verband, sesuatu hak tanah
lndonesia yang telah dibeban crediet verband, atau sesuatu
gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah
yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan
tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain.
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(3) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credieet
verband mengenai sesuatu hak tanah lndonesia, dengan
menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang
berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;

(4) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadaikan atau
menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui
bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak
atas tanah itu;

(5) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau
menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan,
padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa
tanah itu telah digadaikan;

(6) Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau
menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa,
padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada
orang lain untuk masa itu juga.

Berdasarkan aturan-aturan di atas, Pasal 385 KUHP adalah

merupakan satu-satunya Pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik

(Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku

penyerobotan tanah” dan dikatagorikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “barang siapa

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet

verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan,

penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai

atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.”

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobatan Tanah

Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya

dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu

mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang

disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah,
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akan tetapi hal itu tidak merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat

dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang

melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan

telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-

undang.

Atas dasar itulah P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa orang

pelaku tindak pidana adalah “Tidak cukup apabila disitu hanya terdapat

suatu strafbaarfeit, melainkan harus juga strafbaar persoon atau

seseorang yang dapat dihukum apabila strafbaarfeit yang dilakukan itu

tidak bersifat wederchttelijk dan telah dilakukan baik dengan sengaja

maupun dengan tidak sengaja”.99

Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-

unsur yang ada dalam tindak pidana. Tindak pidana penyeroboton tanah

yang terdapat dalam KUHP pada dasarnya memuat unsur-unsur sebagai

berikut:

2. Pada Waktu Perolehan

Tindak pidana ini pada waktu perolehan berlandasan pada adanya

tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 385 KUHP, yang diberi

kualifikasi sebagai stelionat atau dapat disebut penipuan yang

berhubungan hak atas tanah. Ketentuan pidana pada Pasal ini bertujuan

untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli

berdasarkan hukum adat, ataupun atas bangunan-bangunan atau

99 PAF. Lamintang dan Lamintang Theo, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap
Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 174.
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tanaman-tanaman yang terdapat di atas tanah.

Pasal 385 KUHP, pada Pasal ini tersebut mengandung unsur-unsur

sebagai berikut:

a. Unsur subyektif:

1) Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan

dengan melawan hukum;

Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku

untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan

pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa ia melakukan tindakan

memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti : sipelaku

mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain

tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum

atau dengan hak orang lain. Kalau sipelaku tidak ada kehendak untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka Pasal yang lebih

tepat diterapkan adalah Pasal 335 KUHP. Bahkan jika sipelaku yakin

atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri/orang

lain (misalnya sipelaku yakin bahwa bahwa barang itu adalah miliknya

atau milik temannya yang baru saja hilang), maka unsur ini tidak

terpenuhi dan karenanya penerapan Pasal ini tidak tepat.

Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri

sendiri/orang lain, harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula

bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan.
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Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan, maka hal ini

dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku.100

Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal

perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari

kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur

sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan

untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari

ketidakberhakannya atau suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula

bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau

merupakan alat untuk memberdayakan, demikian juga ia harus

menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut.

Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi

kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Hal yang penting ialah,

adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan. Bahwa

mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang

diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi sipelaku/orang

lain, tidak dipersoalkan.101

2) Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak;

Kejahatan-kejahatan tersebut didalam Pasal ini biasa disebut

kejahatan Stellionat, yang berarti “penggelapan hak atas barang-

barang yang tidak bergerak” (onroerende goederen), misalnya : tanah,

sawah, gedung, dll. Supaya dapat dikenakan Pasal ini, maka terdakwa

100SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHAEM-
PETEHAEM, Jakarta, 2009, h. 616-617.

101 Ibid, h. 632.
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harustelah nyata berbuat hal mengetahui, bahwa yang berhak atau

ikut berhak disitu adalah orang lain.102

3) Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut

telah dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan.

Unsur ini lebih menekankan pada kegiatan menjual, menukar

atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah (dengan hak

menurut UUPA), bangunan, dan sebagainya, padahal tanah tersebut

sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan

perkataan lain terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah

yang sama.103

b. Unsur obyektif:

1) Barang siapa;

Sesuai dengan Pasal 9 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), maka yang

dimaksud dengan “barangsiapa” pada sub ayat ke-1 sd ke-6

tersebut hanyalah warga negara Indonesia.104

2) Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan

utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan

partikelir;

Pasal ini dibuat pada tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918,

yang penerapannya dikaitkan dengan perundangan di bidang agraria

(pertanahan) dan perundangan di bidang hukum dagang dan

102 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,
Politea, Bogor, 2006, h. 266

103 SR. Sianturi, Op.Cit, h. 660.
104 Ibid., h. 661
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peminjaman uang. Beberapa perundangan yang berkaitan dengan :

Suatu hak penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas

tanah-negara (landsdomein) atau tanah-partikulir (particuliere

landerijen) antara lain adalah :

a) Agrarische Wet (Stb.1870 no.55 jo Pasal 51 Stb.1925 No.447);

b) Domeinverklaring (tersebut Pasal 1 Agrarisch Besluit Stb.1870

No.118);

c) Algemene Domeinverklaring (Stb.1875 No.119a);

d) Domeinverklaring lain-lainnya di luar Jawa;

e) Peraturan-peraturan pelaksanaan K.B. 16 April 1872 No.29

Stb.1872 No.117;

f) Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi dan sebagainya;

g) Bepalingen betreffende het Credietverband (KB.6 Juli 1908 No.50,

Stb.1908 No.542 jo 1909 no.568).

Peraturan-peraturan di atas telah dicabut dengan Undang-

Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (UUPA). Karenanya sebagai

penyesuaiannya maka perkataan Credietverband pada Pasal 385 ini

harus dibaca sebagai “pinjaman” dari Bank, sesuai dengan

perundangan yang berlaku (termasuk perundangan hipotik).

Sedangkan kalimat suatu hak-penggunaan sebidang tanah oleh rakyat

Indonesia di atas tanah-negara (landsdomein) atau tanah partikulir

harus dibaca sebagai “suatu hak-penggunaan sebidang tanah”
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sebagaimana diatur dalam UUPA.105

3) Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain;

Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah yang

dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan Hukum Adat ataupun

bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah semacam

itu. Sungguhpun benar, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang

Pokok Agraria tahun 1960 para camat itu ditunjuk sebagai Pejabat

Pembuat Akta Tanah, sehingga seharusnya semua tindakan hukum

yang menyangkut tanah itu dilakukan di depan camat setempat, akan

tetapi didalam praktek banyak terjadi, bahwa hingga kinipun orang

masih melakukan jual beli tanah di bawah tangan, bahkan dengan

disaksikan oleh para pamong desa, umumnya dengan alasan “untuk

sementara” sebelum menghadap camat untuk dilakukan jual beli

secara resmi.

Sebelum tahun 1960 memang tidak ada satu peraturan yang

berlaku secara umum di seluruh Indonesia tentang bagaimana orang

Indonesia itu harus memindah tangankan tanah milik adatnya secara

sah, dan karenanya cara tersebut diserahkan kepada Hukum Adat

setempat dan umumnya dilakukan didepan Kepala Desa, walaupun

cara itu sebenarnya adalah tidak diisyaratkan secara mutlak. Setelah

tahun 1960 sudah jelas jual beli tanah secara itu adalah tidak sah. Di

daerah pedalaman di desa-desa umumnya orang menganggap bahwa

105 Ibid,
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apa yang disebut “girik”, “letter C” atau “surat pipil” itu adalah “bukti

pemilikan tanah” yang sah., padahal sesungguhnya adalah tidak

demikian. Surat-surat semacam itu hanyalah merupakan “tanda wajib

pajak” dalam arti, bahwa orang yang namanya disebutkan di dalam

surat semacam itu adalah orang yang wajib membayar pajak tanah. Ini

tidak berarti bahwa orang yang membayar pajak itu adalah orang yang

mempunyai hak milik atas tanah yang pajak tanahnya ia bayar itu.106

4) Menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah

tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain.

Unsur ini jauh lebih menunjukan kegiatan menyewakan

sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA) untuk waktu tertentu,

padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama.107

3. Pada Waktu Mengakui Tanpa Hak

Delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman.

Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 167 KUHP, yang unsur-unsurnya

sebagai berikut:

a. Unsur subyektif :

1) Melawan hukum yakni sebelum bertindak, ia sudah mengetahui

atau sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum

seolah-olah mengakui miliknya sendiri;

106 PAF. Lamintang dan G. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar
Baru, Bandung, 2009, h. 240-241.

107 S.R.Sianturi, Op. Cit., h. 662.
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2) Sengaja yaitu ia telah mengetahui bahwa perbutannnya

bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan

dengan hak orang lain.

b. Unsur obyektif :

1) Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah,

ruangan tertutup, dan sebagainya; R. Soesilo mengatakan “masuk

begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya

“masuk dengan paksa” ialah “masuk dengan melawan kehendak

yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”.108

2) Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan

sebagainya, tidak dengan segera pergidari tempat itu atas

permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.

Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa,

misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan

“dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat

dimengerti oleh orang di daerah itu. Pintu pagar atau pintu rumah yang

hanya ditutup begitu saja itu belum berarti bahwa orang tidak boleh masuk.

Apabila pintu itu “dikunci” dengan kunci atau alat pengunci lain atau

ditempel dengan tulisan “dilarang masuk”, maka barulah berarti bahwa

orang tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penagih utang,

penjual sayuran, pengemis dan lain-lain yang masuk ke dalam

pekarangan atau rumah orang yang tidak memakai tanda “dilarang

108 R. Soesilo, Op. Cit., h. 145.
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masuk” atau pintu yang dikunci itu belum berarti “masuk dengan paksa”,

dan tidak dapat dihukum. Akan tetapi jika kemudian orang yang berhak

lalu menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera

meninggalkan tempat tersebut. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali

tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum. Kehendak

awal dari si pemilik rumah adalah memperbolehkan si pemegang kunci

masuk jika terjadi sesuatu dan tidak ada orang di rumah, maka selain dari

hal tersebut, si pemegang kunci tidak berhak untuk masuk ke dalam

rumah itu.109

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Prakteknya sering didengar di tengah masyarakat adalah istilah

penyerobotan (stellionnaat). Masyarakat tidak memahami unsur-unsur

tindak pidana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana penyerobotan,

mereka menyamaratakan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan

tanah dengan istilah penyerobotan itu, padahal banyak perbedaan yang

mendasar memaknai kejahatan terhadap hak atas tanah.

Seseorang yang menguasai sebidang tanah tanpa memiliki alas

hak dalam bentuk apapun, dimana di atas tanah tersebut terdapat

pemegang hak yang sah. Setelah diperingati ternyata penguasa tanah

tersebut tetap bertahan dan tidak mau keluar dari tanah dimaksud. Dalam

katagori seperti ini maka kualifikasi tindak pidana adalah tindak pidana

penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah,

109 Ibid., h. 146.
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sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah

Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Berbeda dengan tindakan seorang yang menjual, menukarkan,

menggadaikan sebidang tanah atau bangunan bukan miliknya dan atau

yang telah ada pemiliknya kepada pihak lain maka kualifikasinya adalah

tindak pidana penggelapan hak atau yang anyar di masyarakat dengan

istilah penyerobotan. Hal ini dimaksud di dalam Pasal 385 KUH Pidana.

Tindakan yang hanya menguasai saja tidak tanpa menjual,

menukarkan, menggadaikan tanah dimaksud tidak dapat dikatagorikan

tindak pidana penyerobotan, tetapi katagorinya adalah tindak pidana

penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Hukum pidana mengatur tentang tindak kejahatan di bidang

pertanahan yang diatur dalam Buku II Kejahatan (misdrijven).

Sebagaimana pendapat Boedi Harsono, bahwa Pasal-Pasal yang

berkaitan dengan kejahatan pertanahan diatur dalam Pasal-Pasal KUHP

yaitu:

1. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167
KUHP;

2. Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat masing-masing
diatur dalam Pasal 263, 264, 266, dan Pasal 274 KUHP;

3. Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak
bergerak seperti tanah, rumah, sawah. Kejahatan ini biasa
disebut dengan kejahatan stelleonaat, yang diatur dalam Pasal
385 KUHP. 110

Pasal 167 KUHP ini menurut R.Soesilo berkaitan dengan :

110 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Syarat Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria,Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2014, h. 15-16


